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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2OO9

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a, bahwa dengan adanya penyesuaian atas jenis dan tarif
penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada
Departemen Kesehatan sebagaimana telah diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tarif
atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku
pada Departemen Kesehatan, perlu mengatur kembali
jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pa.1ak
yang berlaku pada Departemen Kesehatan;

b, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal
2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayaL (2) Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen
Kesehatan;

Mengingat : 1 Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Repubhk
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembararr Negara
Republik Indonesia Tahun l9L)7 Nomor 43, Tanrbahan
Lembaran Negara Nomor 3687);

Peraturan Pemerintah Nomor' 22 Tahun 1997 tentang
Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694)
sebagaimana telah diubah dengan Pepaturan Pemerintah
Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan l,embaran
Negara Nomor 3760);
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MEMUTUSKAN:

MCNCtapKan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA DEPARTEMEN KESEHATAI\.

Pasal 1

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Paja.k Yang Berlaku
Pada Departemen Kesehatan adalah penerirnaan )'ang
berasal dari pelayanan pada unit-unit Ci lingkungan
Departerrren Kesehatan:

a. SekretariatJenderal;
b. Direktorat Jenderal Bina Kesehatarl Masyarakar;
c. Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik;
d. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan

Penyehatan Lingkungan;
e. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Aiat

Kesehatan;

f. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
dan

g. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sunrber
Daya Manusia Kesehatan.

(2) Tarif atas Jenrs Penerimaan Negara Buk;rn Paja.k yang
berlaku pada Departemen Kesehatan sebagairrrlina
dimaksud pada ayat (11 adalah sebagaimana ditetapktr,n
dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif
satuan Rupiah.

sebagaimana
dalanr t-renluk

Pasal 3
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Pasal 3

(i) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan berupa Sumbangan
Penyelenggaraan Pendidikan dan Dana Pengembangan
Pendidikan Kelas Reguler dan Non Reguler urrtuk
mahasiswa tertentu adalah sebesar 50% (iima puiuh
persen) dari tarif sebagaimana tercantum pada Lampiran
Peraturan Pemerintah ini.

(21 Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Direktorat Jenderai Pengendalian Penl,akit
dan Penyehatan Lingkungan berupa sertilikat tindakan
sanitasi untuk kapal (shrp sanitation control certificate),
sertifikat bebas tindakan sanitasi untuk kapal (Shtp

Sanitation Control Exemption Ceftificate), dan
perpanjangannya selama 1 (satu) bulan'untuk volum-e

perahu layar atau perahu la.yar motor di bawah 500 rn:1

(lima ratus meter kubik) bagi warga Negara Indonesia
pemilik perahu layar atau perahu layar rrotor yang
digunakan untuk pelayaran di wilayah Indorresia adalah
sebesar 50% (lima puluh persen) dari t"arif sebagaimzrna
tercantum pada Lampiran Peraturan Pemerintah ini'

(3) Ketentuan lebih lanjut merlgenai mahasiswa tertentu dan
pemilik perahu layar atau perahu layar motor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
dengan Peraturan Menteri Kesehatan '

Pasal 4

(1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari jasa pengujian dan petneriksrran )'arlg
dilaksanakan di luar laboratorium tidak termastrk biaya
akomodasi, konsutnsi, dan transportasi bagi tetraga
penguji.

(21 Biaya akomodasi, kotrsumsi, dan transportasi
sebagaimana ciirnaksud pada ayat (1) dibeb.lnkan kep4da
wajib bayar sesuai dengan ketentuan pera[uran
perundang-undangan.

Pasal 5
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Pasal 5

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke
Kas Negara.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai beriarku maka:

1, Peraturan Pernerintah Nomor 7 Tahun 2006 t€'ntang Jenis
dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak )/ar)g
berlaku pada Departemen Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Norrroi '24, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4613); darr

2. Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O0)
tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4087l. Angka I mengenai Biaya Evaluasi dan Pendaftaran
Angka 33 sampai dengan Angka 42 dan Angka II mengenar
Biaya Sertifikasi Angka 5 dan Angka 6,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah
diundangkan.

ini mulai berlaku pada tanggal

Agar
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OO9 NOMOR 26

Sallnan sesuai dengan aslinYa

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Biro Peraturan Perundang-undan gan
Perekonomian dan Industri,

o NUGROHO
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ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2OO9

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG

BERLAKU PADA DEPARTEMEN KESEHATAN

I. UMUM

Sehubungan dengan adanya perubahan kondisi ekonomi dan jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru, maka perlut dilakukan
penyesuaian terhadap jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang berlaku pada Departemen Kesehatan sebagaimana diatur daiarn
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Jenis dan Tarif atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen
Kesehatan.

Hal ini sejalan dengan upaya mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan
Pajak guna menunjang pembangunan nasional, sebagai salah satu sumber
penerimaan negara yang perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk
peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka memenuhi ketentuan
Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaarr Negara Bukan
Pajak, perlu menetapkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kesehatan dengan Peraturan
Pemerintah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "marhasisla tertentu" antara lain
mahasiswa yang berprestasi dan mahasiswa yang tidak mampu.

Ayat (2)
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Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan uketentuan peraturan perundang-
undangan" adalah peraturan Menteri Keuangan yang mengatur
mengenai standar biaya.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksrrd dalam Undang-
undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan
Pajak

Pasal 7
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4975


